BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu didalam
masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai
sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga
mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya, tanah
merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan
sesudah matipun memerlukan tanah.*

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang multidimensional,
Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat
mendatangkan kesejahteraan, kedua, secara politis dapat menentukan posisi
seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai kapital
budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat,
tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat semua orang akan kembali ke
tanah.’

Ketentuan diatas yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas
tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh
bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air.?

Oleh karena itu, kasus-kasus yang menyangkut pertanahan terutama

! Achmad Chulaemi, Pengadaan Tanah Untuk Keperluan tertentu Dalam Rangka
Pembangunan (Semarang: Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992( hal. 9

2 Nugroho Heru, 2001, Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah University Pers,
Surakarta, Hal. 237

% Salindeho, 1994, Manusia Tanah Hak dan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 33



sengketa banyak terjadi di masyarakat. Semakin lama semakin kompleks, hal ini
dikarenakan oleh semakin canggihnya teknologi tak ayal menimbulkan masalah
terkait tanah dan Hak Atas Tanah.

Penyelesaian terhadap sengketa tersebut menjadi kunci penting untuk
menutup terjadinya kegoncangan dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud
daripada kegoncangan dalam masyarakat adlah adalah ketidaknyamanan dalam
melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari sehingga penyelesaian terhadap
sengketa tersebut sangat mutlak, sengketa perdata adalah suatu permasalahan
yang menyangkut kepentingan antara individu dengan dengan individu mengenai
kepentingan pribadi.*

Sengketa Pertanahan tidak hanya dapat terjadi di Kota besar, Sengketa
Pertenahan sendiri dapat terjadi di berbagai daerah, diantaranya di Kabupaten
Cirebon yang dalam praktek penanganan sengketa pertanahannya ditangani oleh
Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian Pertanahan dibawah naungan
Kantor Pertanahan Kabupaten irebon.

Sengketa Pertanahan yang terjadi umumnya merupakan sengketa kepemilikan
dalam prosedur terutama pendaftaran tanah pertama kali, di Kantor Pertanahan
Kabupaten irebon sendiri banyak menangani Sengketa pertanahan dalam
pendaftaran pertanahan pertama kali. Metode yang dilakukan adalah metode
Mediasi.

Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten irebon sebagai

bentuk upaya menyelesaikan sengketa pertanahan dengan menapai hasil win win

*J. Satrio, 1992, Hukum Waris, Bandung, Alumni, hal. 33



solution atau solusi yang terbaik untuk semua pihak. Tetapi dalam pelaksanaan
nya banyak mediasi yang deadlok atau dalam kata lain tidak menapai
kesepakatan.

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak yang
berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, priotitas maupun
keadaannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi
sesuai

Di masa pemerintahan Belanda lembaga Notariat dibentuk untuk
mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan
khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota
Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layakdengan
ketentuan yang berlaku.’

Tak jarang dalam pelaksanaannya Notaris/PPAT menjadi para pihak yang
dilibatkan dalam penyelesaian Sengketa Pertanahan oleh karena akta yang
dibuatnya, akta yang dibuatnya haruslah memenuhi syarat formil agar dapat
menjadi syarat pendaftaran di Kantor Pertanahan, oleh karena itu Notaris/PPAT
harus menerapkan azas kehati-hatian agar akta yang dibuatnya tidak menimbulkan
sengketa pertanahan dikemudian hari.

Serta peran serta Notaris/PPAT dalam penyelesaian sengketa tersebut
haruslah menjadi barometer terhadap pertanggungjawaban terhadap akta yang
dibuatnya, serta seorang Notaris/PPAT harus kooperatif dalam penyelesaian

sengketa pertanahan.

SAnke, Dwi Saputro (Editor), Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan
Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Cet. 2, (Jakarta:PT. lkrar Mandiri abadi, 2009),
hal.40.



Oleh karena itu Penulis menjabarkan bagaimana peranan dari Pejabat
berwenang tersebut didalam penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kantor
Pertanahan di Kabupaten irebon.

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta mengenai
pertanahan tentunya harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus di bidang
pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan
dikemudian hari mengingat akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat
bukti telah terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak maupun pembatalan hak
atas tanah.

Demikian bentuk usaha pemerintah untuk menertibkan administrasi tentang
pendaftaran tanah baik melalui perundangan maupun peraturan pemerintah
sebagai pelaksanaannya namun upaya tersebutpun masih belum sempurna bila
dilihat dari rangkaian-rangkaian pendaftaran tanah. Akta PPAT yang merupakan
akta otentik mempunyai kekuatan mutlak menganai hal-hal atau peristiwa yang
disebutkan dalam akta, maka yang dibuktikan adalah peristiwanya.®

Apabila terbit akta PPAT yang cacat hukum karena kesalahan atau kelalaian
PPAT ataupun kesengajaan PPAT itu sendiri, maka PPAT itu harus memberikan
pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. Penyebab
permasalahan dapat timbul secara tidak langsung dalam hal yang dilakukan oleh
orang lain.

Apabila terbukti penyebab permasalahan karena kelalaian baik dilakukan

sengaja maupun tidak sengaja oleh PPAT, maka berakibat akta tersebut hanya

® Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 27.



mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (vernietigbaar).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
masalah  PERANAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA (STUDI KASUS DI KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON)

. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka rumusan

masalah yang akan diangkat dalam tesis ini adalah:

1. BagaimanakasusposisiPerananNotarisdalamPenyelesianSengketaPertanahante
rhadapakta yang dibuatnya?

2. BagaimanaAnalisisTeoretistentang peranan Notaris dalam penyelesaian
sengketa pertanahan terhadap akta yang dibuatnya?

3. Hipotesis

4. Akta/Litigasi

. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah terkait pembuatan akta yang menjadi obyek
sengketa pertanahan yang dibahas dalam tesis ini

2. Untukmengetahuihipotesisterkaitperanannotarisdalampenyelesaiansengketape
rtanahanterhadapakta yang dibuatnya?

3. Untuk mengetahui bagaimanakah peranan Notaris terhadap sengketa atas akta
yang dibuatnya dalam hal ini penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Cirebon



4. Selain untuk mengetahui pernanan Notaris terhadap sengketa atas akta yang
dibuatnya, tujuan penelitian ini juga agar mengetahui dampak hukum
terhadap akta yang menjadi pokok sengketa dalam hal ini studi kasus di

Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah dalam perkembangan ilmu
pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para notaris dalam menjalankan
jabatan maupun profesinya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi
jabatannya tetap mengacu pada undang-undang dan perangkat hukum yang
berlaku di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Secara prakitis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi :
a. Manfaat bagi pembaca
Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya
tentang tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya serta dampak hukum
terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan menjadi pokok permasalahan dalam
sengketa pertanahan tersebut.
b. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengetahui

tanggungjawab terhadap segala akta yang dibuatnya bahwa setiap akta yang



dibuat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap
menjaga keotentikan akta, dan bahwasanya setiap akta yang dibuat akan menjadi
tanggungjawab notaris dalam waktu yang tak terbatas sehingga Notaris harus
berusaha sebaik mungkin dan berhati-hati serta mentaati regulasi yang berlaku di
Indonesia.
c. Manfaat bagi penulis

Diharapkan disamping memenuhi syarat penyelesaian studi di Magister
Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah
wawasan di bidang kenotariatan tentang - permasalahan yang diteliti serta

penyelesaiannya.

'. Kerangka Konseptual
Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “nota literaria’ yaitu tanda tulisan atau karakter
yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat
yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan
tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (private notary) yang ditugaskan oleh
kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik
yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti
otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.’

Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai Republik der

Verenigden mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan

" G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Penerbit
Erlangga, Jakarta, Hal, 41.



beradanya Oost Ind. Compagnie di Indonesia®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang
mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan Universitas Sumatera
Utara 17 (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia)
untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta,
dan sebagainya.’

Convecaying Law for Paralegals and Laws Students menyebutkan
“Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as
notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges”’Terjemahannya
yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan
dan petugas pengadilan baik dikantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai
Notaris ia menikmati hak-hak istimewa.'?

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau  oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya,
semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. **

®Ibid, Hal 15

% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990, hal.618.

19 Matome M. Ratiba, 2013, Convecaying Law For Paralegals and Law Students,
bookboon.com, hal. 28.

1 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib
Adjie I1), hal. 13.



2. Kewenangan Notaris
Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada
Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15
ayat (1) UUJN, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan
kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh
para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta
otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan
dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2)
UUJN, Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;



e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain
kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur
dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa
wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi
sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel
otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang
bersangkutan memenuhi persyaratan:

a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai

wewenang untuk membuat akta itu

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:*?

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-
akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan
atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang

membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52

12 G.H.S. Lumban Tobing, Opcit., hal. 49 - 50
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UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri
sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta
dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak
untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan
perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan
akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai
akta di bawah tangan.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat.
Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat
kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di
dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya
berkedudukan seperti akta di bawah tangan.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau
dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta
sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah
jabatan. Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta
yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan
hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta
itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban
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yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Pengawasan majelisNotaris serta
diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya
tersebut.

Tan Thong Kie mengatakan bahwa Kedudukan seorang Notaris sebagai
suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani.
Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang
dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis
serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang
kuat dalam suatu proses hukum.®

Dalam hubungan dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah
mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir
kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris' dalam profesi sesungguhnya
merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian
tertulis dengan mempunyai sifat otentik."

Sengketa Pertanahan

Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan
bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan
tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan
bentuk permasalahan yang sifatnya komplek dan multi dimensi.*

Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan

¥Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek
Notaris, Cet.1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2007), Jakarta, hal.444.

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 1993), hal.7.

5 Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win
Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik
Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012. Hal 2.
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peradaban manusia, terutama sejak masa agraris dimana sumber daya berupa
tanah mulai memegang peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi
kebutuhan manusia'®

Berkaitan dengan pengertian Sengketa Pertanahan dapat dilihat dari dua
bentuk pengertian yaitu pengertian yang diberikan para ahli hukum dan yang
ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan sengketa hak atas tanah, yaitu :
timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak
(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik
terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.’

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
tipologi kasus/konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau
perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan

Pertanahan Nasional.*®

Kerangka Teori
Tesis ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori pendaftaran tanah, teori
kepastian hukum, teori penyelesaian sengketa.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat

1® Hadimulyo, “Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan” ELSAM : Jakarta. 1997. Hal 13.

" Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni, 1999.
Hal 22-23.

18 Badan Pertanahan Nasional, Op. Cit. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.
http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan
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jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya
yang tertinggi.*®
Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir

pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi
bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang
merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.%

Teori Pendaftaran tanah
Teori Pendaftaran Tanah Secara terminology, ‘“Pendaftaran tanah™ dikenal dalam
berbagai istilah, diantaranya:

Bahasa Latin disebut dengan capitastrum,

Bahasa Jerman dan Italia disebut dengan nama Catastro

Bahasa Perancis disebut dengan Cadastre,

Bahasa Belanda disebut dengan Kadastrale atau Kadaster.?

istilah Kadaster merujuk pada suatu register atau capita atau unit yang
diperbuat untuk pajak tanah romawi dengan menunjuk pada istilah teknis untuk
suatu record (rekaman) yang menunjuk kepada luas, nilai dan kepemilikan atau
pemegang hak atas suatu bidang tanah, sedang kadaster yang modern bisa terjadi
atas peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan.?

Secara konseptual, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pendaftaran

tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara

19 Satjipto Rahardjo,llmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 254

% M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV.Mandar Maju,Bandung, 1994, hal 80.

2! R. Harmanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.
14.

22 Mhd. Yamin Lubis, dkk, op.cit.,hal. 18.
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terusmenerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak
tertentu yang membebaninya. Kemudian, menurut Pasal 19 Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah
dijelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah upaya yang diadakan pemerintah yang
bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang hak-hak atas tanah.
Pendaftaran tanah akan menghasilkan kepastian bukti hak atas tanah yang
merupakan alat yang mutlak ada, sebagai dasar status kepemilikan tanah.
Sedangkan pengertian pendaftaran tanah menurut para ahli yang lain ialah.
Pendaftaran tanah berasal dari kata Cascade (Bahasa belanda Kadaster) suatu
istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan
pemilikan (atau lain-lain atas hak) terhadap suatu bidang tanah.?®

Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Negara/ Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-
wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan
rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan
termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.*

Teori Kepastian Hukum

2 AP Parlindungan. Pendaftaran Tanah Indonesia. Bandung: Mandar Maju. 1999. hal
24 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Bandung, 1997, hal. 73
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Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undangundang,
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim
yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah
diputuskan.?®

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan
sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksaan yang tidak
diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undangundang. Apabila hal
itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi
hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena
adanya peraturan itu harus dipulinkan seperti sediakala. Akan tetapi apabila
pemerintah tetap tidak maumencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu. Hal
itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk
undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai
pembentuk undangundang tidak . mempersoalkan keengganan pemerintah
mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang
tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum
tidak mempunyai daya prediktibilitas.®

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling
mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang
diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim,
dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang

seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan

% peter Mahmud Marzuki. 2016. Pengantar llmu Hukum.Kencana:Jakarta, hal. 137
*Ibid, Hal 138
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individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi
putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).?’

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri
yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.
Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan
sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa
kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal
yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan
ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia
memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.?

Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi dua tugas hukum yang
lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan
kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-
banyaknya undang-undang.*®

Menurut Sudikno Mangunkusumo kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian
hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-
undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga

aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

2" |.H. Hijmans, dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas
Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas
Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal, 208.

%8 A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian
Hukum, Jakarta: Fikahati Aneska 2009.

9 Kepastian Hukum, http://www.surabayapagi.com/, diakses pada tanggal 18 Desember
2020.
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bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.*

Kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara
hukum. Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk:
Adanya keadilan;

Adanya kepastian hukum;

Kegunaan.®

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik
yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun
yang tertulis.*

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum
yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun.®

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama

perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan

% Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Hal

'Endang Sutrisno (2015), Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Bogor; In Media. Hal 15

%2 http://tesishukum.com. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 14.34 WIB

% Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah,
Jurnal Masalah Hukum , 1993.
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pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum

represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut
dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta
apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.**

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.>

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap
keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud
untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah
data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.*®

. Metode Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan
masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum.

% Suharsimi Arikunto,2012, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta,
Rineka Cipta, hl. 126

% Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung, Citra Aditya
Bakti, him 134

% Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, him.
15
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dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam melakukan
pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum
(baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan
hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah
dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena
dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung
dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di
dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah
dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer,
sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer
yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pertanggungjawaban notaris dalam
penyelesaian sengketa pertanahan terhadap akta yang dibuatnya studi kasus di
Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.
. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian
yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek
atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang

dibahas dalam pembahasan ini.

. Sumber data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder
yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier.
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Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, antara lain :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok
Agraria (UUPA)
Kode Etik Notaris.
Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan
dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat
membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer berupa :
Buku-buku literatur
Jurnal hukum
Makalah hasil seminar, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah

Penelitian tesis sebelumnya

b) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti
artikel dalam format elektonik (internet) dengan mencantumkan detail ketika

mengakses informasi tersebut.
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3. Metode Pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (Library Research)
atau disebut dengan studi dokumen. Studi Dokumen yaitu pengumpulan bahan-
bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan
risalah-risalah pendukungnya. Bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-
undangan seperti UUJN, Kode Etik Notaris, buku-buku mengenai notaris dan
tanggung jawab notaris, serta artikel-artikel yang memuat tentang tanggungjawab
notaris.
Serta dengan melakukan studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon dengan teknik wawancara terhadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon dan data pendukung terhadap kasus yang diteliti.
4. Metode Analisis Data
Semua bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian kepustakaan akan
dipilah-pilah  guna memperoleh kaidah hukum atas permasalahan yang
dirumuskan dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi
yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang
diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.
H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 4 (empat) bab yang
terdiri dari :
BAB | merupakan Bab Pendahuluan dengan sub pokok pembahasan

menganai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
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kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB Il adalahTinjauan Pustaka, dengan sub pokokbahasanmengenai
TinjauanUmum Tentang Notaris, Pengertian Tentang Notaris, Fungsi Notaris,
Regulasiterkait Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris; Pengertian Akta;
Pembagian Akta-Akta; Fungsi Akta Notaris Syarat — Syarat Sahnya Akta Notaris
Tinjauan Umum Tentang Sengketa Pertanahan; Tinjauan umum tentang Badan
Pertanahan Nasional; Kewenangan penanganan sengketa di Badan Pertanahan
Nasional; Sengketa Pertanahan; Penanganan sengketa Pertanahan

BAB Ill adalah pembahasan dengan sub pembahasan; hasilpenelitian,
pembahasan mengenai rumusan masalah, pembuatan akta dan atau litigasi

BAB IV Penutup dengan sub pembahasan Pada Bab ini berisi simpulan

dan saran.
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